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Abstract:
Article History: Central bank independence in Indonesia has been regulated in UU No.
Received: March 2023 33 Year 2004 concerning amendements to UU No. 23 Year 2009
Revision: March 2023 concerning Bank Indonesia. However, the central bank often got
Accepted: March 2023 intervention in formulating its policies. During the pandemic covid-19
Published: April 2023 crisis, there were several attempts to intervene Bank Indonesia, such as

the idea to form a Monetary Council, suggestions to allow BI Governors
Keywords: from politicians, and Perppu No. 1 Year 2020 which is allow Bl to bought
CBI; SUN in the primary market. Therefore, this study aims to measure the
Covid-19 independence index of the central bank in Indonesia during 2007-2020

using the measurement method developed by Cukierman et al. (1994) to
analyze the independence of Bank Indonesia during the covid-19
pandemic. The result of this study proves that Bl independence index
during the pandemic has decreased when compared to the pre-pandemic
period. This study also proves that Bank Indonesia still needs to maintain
its independence from all political attention, so its accountability and
credibility of the monetary policy still can assured

Abstrak:
Sejarah Artikel Independensi bank sentral di Indonesia telah diatur dalam UU No. 33
Diterima: Maret 2023 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Direvisi: Maret 2023 Indonesia. Namun, dalam implementasinya bank sentral tidak jarang
Disetujui: Maret 2023 mendapatkan intervensi dari pemerintah dalam penyusunan

Diterbitkan: April 2023 kebijakannya. Saat krisis pandemi covid-19 ada beberapa upaya
intevensi pada Bank Indonesia seperti usulan pembentukan dewan

Kata kunci: moneter, usulan pimpinan Bl yang berasal dari politisi, dan Perppu No.
Independensi, 1 Tahun 2020 yang mengijinkan BI membeli SUN pada pasar primer.
Bank Indonesia, Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks
Covid-19 independensi bank sentral di Indonesia selama Tahun 2007-2022 dengan

menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan oleh Cukierman,
dkk. (1994) untuk dapat melihat independensi Bank Indonesia selama
pandemi covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka
Independensi Bank Indonesia selama pandemi mengalami penurunan
apabila dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Penelitian ini
juga membuktikan bahwa secara de facto Bank Indonesia masih perlu
dijaga independensinya dari segala atensi politik agar akuntabilitas dan
kredibilitas dari kebijakan yang dikeluarkan dapat tetap terjaga.

How to Cite: Puspitasari, I.F. Sari, D.E., Masitoh, S. 2023. Pengukuran Independensi Bank
Indonesia Selama Covid-19. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI), 8 (1) DOI :
10.31932/jpe.v8il.2247

PENDAHULUAN penting bagi perekonomian yang dapat
Independensi  otoritas  moneter menyebabkan perbedaan tingkat inflasi di
merupakan salah satu hal yang sangat berbagai negara. Menurut Savitri Dewi,
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(2019) independensi menunjukkan bahwa
bank  sentral  dapat  menggunakan
instrument yang dimiliki tanpa adanya
campur tangan dari pihak di luar bank
sentral. Cukierman, dkk. (1994)
menunjukkan bahwa negara dengan tingkat
pendapatan tinggi dan independensi bank
sentral yang kecil pada umumnya memiliki
tingkat inflasi yang tinggi. Sementara itu,
beberapa peneliti lain seperti Grilli, dkk.
(1991), Eijffinger, dkk. (1996), Harahap et
al. (2017) membuktikan bahwa
independensi bank sentral berperan penting
dalam  stabilitas  moneter  dengan
memberikan kontribusi terhadap surplus
transaksi berjalan dan rendahnya tingkat
inflasi. Isyunanda (2020) juga menegaskan
bahwa independensi merupakan salah satu
instrument penting yang harus
dipertahankan Bank Sentral, khususnya
functional autonomy dan  personal
autonomy agar kebijakan moneter tidak
dapat bercampur dengan kepentingan
politik jangka pendek.

Independensi Bank Indonesia selaku
bank sentral Republik Indonesia, telah
diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun
2004 Tentang Perubahan atas UU Republik
Indonesia No 23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia. Independensi Bank Indonesia ini
diartikan sebagai kebebasan dari intervensi
pemerintah ataupun pihak-pihak lain di
dalam menjalankan tugasnya sebagai
otoritas moneter. Awal mula lahirnya
independensi  Bank Indonesia, salah
satunya disebabkan oleh terjadinya Krisis
ekonomi tahun 1997, dimana Bank
Indonesia diberi wewenang menyalurkan
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia
(KLBI) tanpa batas dengan cara mencetak
uang yang beakibat pada melonjaknya
tingkat inflasi. Hal ini tentu menyebabkan
terjadinya benturan kepentingan, sebab

- Copyright ©2023, The Authors
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disisi lain Bank Indonesia juga berwenang
untuk menjaga stabilitas nilai rupiah
(inflasi). Oleh karena itu, dengan menjadi
lembaga yang independen, diharapkan
Bank Indonesia dapat terbebas dari tugas
pemerintah yang dapat merancukan peran
utamanya sebagai pemelihara moneter dan
juga terbebas dari berbagai kepentingan
politik tertentu.

Tingkat independensi bank sentral
biasanya diukur melalui indeks yang
mencerminkan aspek legal independensi.
Independensi hukum bank sentral di negara
industri  dan  berkembang  dengan
menerapkan 16 Kriteria yang
dikelompokkan dalam 4 kelas
(independensi tujuan, otonomi gubernur,
pemerintah) (Cukierman et al., 1992).
Terdapat studi teoretis dan empiris yang
dilakukan tentang independensi bank
sentral dan bagaimana hubungannya
dengan inflasi dalam ekonomi transisi.
Sebagian besar ekonomi mengalami
hiperinflasi lingkungan selama periode
transformasi. Independensi bank sentral
yang lebih besar dalam situasi seperti itu
dapat meningkatkan legitimasi kebijakan
ekonomi makro dan mendukung upaya
stabilisasi. Pentingnya persyaratan
kelembagaan termasuk independensi bank
sentral untuk keberhasilan disinflasi dalam
ekonomi tarnsisi (Anita, 2018).

Dalam hal ukuran independensi,
perbandingannya adalah antara indeks asli
yang dibuat olen Cukierman dkk (1992)
yang mencakup tahun 1980-an, utuk data
indeks sesuai pada database undang-
undang bank sentral yang dipegang oleh
IMF dan berlaku hingga tahun 2003.
Meskipun independensi  sebenarnya
bergantung pada banyak elemen tambahan
lainnya, indeks menilai aspek independensi
hukum sebagai salah satu komponen kunci.
Pengukuran didasarkan pada ketentuan
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hukum piagam bank sentral yang mengatur
tentang misi, wewenang, tanggung jawab
dan operasional, itu tidak
memperhitungkan bagaimana ketentuan
hukum ini benar-benar dipraktikkan. Indeks
Cukierman menggunakan 16 variabel
hukum dalam 4 Kklaster berikut: chief
executive officer (pengangkatan,
pemberhentian, masa jabatan, memegang
jabatan dalam pemerintahan), formulasi
kebijakan moneter (kewenangan untuk
mengambil keputusan tentang kebijakan
moneter, penyelesaian konflik terkait
kebijakan moneter dan keterlibatan bank
sentral dalam proses penganggaran), tujuan
bank sentral, dan batasan pinjaman bank
sentral kepada pemerintah (pinjaman
sekuritisasi dan non-sekuritisasi, calon
peminjam, syarat dan ketentuan pinjaman).

Skala pengkodean adalah dari O
(tingkat kemandirian terendah) hingga 1
(tingkat kemandirian tertinggi). Angka
yang lebih tinggi menunjukkan mandat
yang lebih kuat dan kemandirian bank
sentral dari cabang eksekutif dalam
mengejar stabilitas harga. Keterlibatan
pemerintah dalam proses pencabutan dan
pemberhentian gubernur, serta lamanya
masa jabatan mereka, memengaruhi cara
pengkodean kelompok faktor pertama.
Divisi yang lebih rendah dan durasi yang
lebih  lama menunjukkan pemisahan
kebijakan moneter yang lebih kuat dari
masalah politik langsung. Hal ini dapat
membahayakan stabilitas harga. Selain itu,
keterlibatan pemerintah yang lebih sedikit
dalam pengembangan kebijakan moneter
(kelompok kedua) menunjukkan
independensi bank sentral yang lebih besar.
Peringkat tujuan (kelompok ketiga)
bergantung pada keunggulan  yang
diberikan pada stabilitas harga dalam
kaitannya dengan tujuan lain yang mungkin
bertentangan dengan stabilitas harga,

- Copyright ©2023, The Authors
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sebagaimana penelitian Yosada (2019)
pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak
stabil sebab sangat tergantung pada harga.
Peringkat yang lebih tinggi untuk
pembatasan pinjaman (kelompok terakhir)
diberikan  ketika  pinjaman  kepada
pemerintah  tidak diperbolehkan atau
diperbolehkan di bawah batas yang ketat.
Semakin ketat persyaratan pinjaman (suku
bunga, jatuh tempo, agunan), semakin
tinggi nilai variabel tersebut. Untuk
mempertahankan kontrol bank sentral atas
agregat moneter dan inflasi, batasan hukum
pada pembiayaan bank sentral pemerintah
dianggap penting (Anita, 2018).
Terjadinya pandemi covid-19 sejak
Maret 2020 lalu menyebabkan indepen-
densi Bank Indonesia kembali diper-
tanyakan. Hal ini dapat dilihat dari mulai
munculnya intervensi pemerintah dalam
Bank Indonesia, seperti pembentukan
Dewan Moneter Bl atau yang saat ini
disebut sebagai Dewan Kebijakan Ekonomi
Makro. Kondisi perekonomian yang
terpuruk akibat pandemi, menjadi alasan
kuat bagi pemerintah untuk melakukan
intervensi  terhadap Bank Indonesia.
Sedangkan, bank sentral yang tidak
independen  berpotensi  tidak  dapat
mempertimbangkan  kondisi  ekonomi
secara objektif, bahkan tidak menutup
kemungkinan akan kembali terjadi
benturan kepentingan seperti saat krisis
tahun 1997 silam. Selain itu, efektivitas
kebijakan moneter dalam mengatasi krisis
ekonomi yang mungkin terjadi akibat
pandemi juga harus diperhitungkan.
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh
Hasanah dan Panjawa (2016) bahwa pada
saat terjadi krisis ekonomi tahun 2008
keseimbangan pasar uang memiliki korelasi
yang positif dengan indeks saham, hal ini
berbanding terbalik dengan  kondisi
sebelum krisis dimana variabel kebijakan
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moneter memiliki korelasi yang negatif
dengan indeks saham. Artinya, pada saat
terjadi krisis, kebijakan moneter tidak lagi
dapat menjaga stabilitas perekonomian
dengan efektif. Sebelumnya, Setyowati
(2003) dan Endri (2007) membuktikan
bahwa variabel-variabel moneter seperti
tingkat suku bunga dan keseimbangan
permintaan uang juga mempengaruhi
fluktuasi nilai tukar. Sementara itu, Utomo
dan Setiaji (2012) menunjukkan bahwa
kebijakan moneter memiliki korelasi yang
negatif dengan pendapatan nasional. Hal ini
menunjukkan implementasi sektor
perbankan di Indonesia yang buruk
khususnya selama terjadi krisis. Namun
adanya berbagai deregulasi yang dilakukan
pemerintah selama dan pasca krisis 2008
silam, telah memberikan perbaikan yang
cukup signifikan pada sektor perbankan.
Permasalahan inilah yang mendorong
peneliti  untuk  mengkaji  peranan
independensi  Bank Indonesia dalam
menjaga stabilitas perekonomian,
khususnya stabilitas sistem keuangan
selama pandemic Covid-19 yang mewabah
sejak awal tahun 2020. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan
tentang seberapa penting independensi
Bank Indonesia sebagai bank sentral itu
dipertahankan. Selain itu, hasil penelitian
ini juga diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi pemerintah dan Bank
Indonesia di dalam pengambilan keputusan
kebijakan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif deskriptif yang menjelaskan
pengukuran independensi bank Indonesia
dengan menggunakan metode yang
dikembangkan oleh Cukierman A, dkk.
(1992) dalam menyusun indeks dependensi
bank sentral atau yang biasa dikenal

- Copyright ©2023, The Authors
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sebagai indeks CBI (Central Bank
Independensi). Metode pengukuran indeks
CBI dilakukan dengan cara memberi
penilaian terhadap 16 variabel dan 4 aspek
independensi yang terkandung dalam UU
No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
Keempat aspek tersebut meliputi prosedur
pengangkatan dan masa  jabatan
gubernur/dewan  gubernur,  formulasi
kebijakan dan anggaran, tujuan bank
sentral, dan pembatasan pemberian kredit
pada pemerintah. Masing-masing variabel
diberi nilai dari 0 sampai dengan 1, semakin
besar nilai variabel artinya semakin tinggi
pula tingkat independensinya. Variabel-
variabel yang digunakan dalam pengukuran
indeks independensi Bank Sentral dapat
dilihat pada Tabel 1 (terlampir).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar pengukuran indeks
independensi Bank Indonesia
menggunakan UU No. 3 tahun 2004 tentang
Perubahan atas UU No 23 tahun 1999
tentang Bank Indonesia. Selain itu, peneliti
juga menggunakan Peraturan Bl No 22
tahun 2020 tentang pinjaman likuiditas
jangka pendek bagi Bank Umum
Konvensiona, Peraturan Bl No
24/3/PBI/2022 tentang rasio pembiayaan
inklusif makroprudensial bagi Bank Umum
Konvensional, Bank Umum Syariah, dan
Unit Usaha Syariah. Hasil pengukuran
indeks independensi Bank Indonesia dapat
dilihat pada tabel 2 (terlampir)

Sebagai lembaga yang independen,
bank sentral tetap harus bekerjasama
dengan pemerintah untuk dapat melakukan
bauran  kebijakan  demi  stabilitas
perekonomian. Terutama dalam kondisi
pandemi, banyak kebijakan baru yang
dikeluarkan agar dapat memberikan
kelonggaran dan memberi stimulus dalam
perekonomian. Seperti diperbolehkannya
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bank sentral untuk membeli SUN dalam
pasar primer yang diatur dalam Perppu No.
1 Tahun 2020, padahal hal tersebut telah
dilarang dalam UU No. 23 tahun 1999.
Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa
Bank Indonesia yang pada awalnya hanya
memberikan pinjaman likuiditas kepada
bank-bank umum, selama krisis pandemi
covid-19 juga memberikan pinjaman
likuiditas kepada pemerintah melalui
pembelian SUN tersebut. Secara de jure,
Bank Indonesia memang telah dijamin
independensinya, namun angka indeks
independensi sebesar 0.5905 (Tabel 2)
menunjukkan bahwa tingkat independensi
Bank Indonesia belum cukup tinggi

JURKAMI Volume 8, Nomor 1, 2023

terutama apabila dibandingkan dengan
periode tahun-tahun sebelumnya. Beberapa
faktor ~ yang  menunjukkan  bahwa
independensi  Bank Indonesia selama
pandemi masih lemah yaitu adanya
beberapa upaya intervensi dari pemerintah
seperti pembentukan dewan moneter dan
adanya RUU  Pengembangan  dan
Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) tahun
2022 yang mengijinkan politisi untuk
menjabat sebagai pimpinan di Bank
Indonesia. Berdasarkan hasil pengukuran
independensi yang ditunjukkan oleh Tabel
2, indeks independensi Bank Indonesia
mulai dari tahun 2007-2020 dapat
digambarkan sebagai berikut.

0,6

0,59

0,58

0,57

0,56

0,55

2007 2010 2014 2018 2020

—|ndeks CBI
Gambar 1.

Indeks Independensi Bl
Sumber: Data diolah (2023)

Dari gambar 1, dapat dilihat secara
lebih  jelas perbandingan indeks
independensi Bank Indonesia selama 16
tahun terakhir. Tampak bahwa
independensi Bank Indonesia sejak tahun
2007 sebelum terjadi krisis ekonomi 2008
terus mengalami kenaikan. Hal ini salah
satunya juga dipengaruhi oleh tingkat
turnover gubernur Bl yang telah mulai
stabil sejak tahun 2013. Namun angka
independensi  tahun 2020 mengalami
sedikit penurunan apabila dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya,
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dikarenakan adanya berbagai kebijakan
pemerintah untuk memberikan stimulus
ekonomi selama pandemi yang disisi lain
juga dapat mempengaruhi independensi
bank Indonesia itu sendiri. Hal ini
menunjukkan bahwa secara de facto Bank
Indonesia masih perlu dijaga
independensinya dari kepentingan politik
agar akuntabilitasnya sebagai bank sentral
dapat tetap terjamin. Khususnya dalam
situasi ekonomi yang tidak stabil seperti
ketika krisis akibat pandemic covid-19.
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PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan sampai tahap pengukuran
independensi  Bank Indonesia  dapat
disimpulkan: 1) Sebagai otoritas moneter
yang dijamin independensinya secara
hukum, Bank Indonesia tetap harus
bekerjasama dengan pemerintah dalam
merumuskan kebijakan, khususnya untuk
menjaga stabilitas perekonomian di masa
pandemi. Hasil pengukuran indeks
independensi Bank Indonesia menunjukkan
angka indeks CBI pada tahun 2020 sebesar
0.5905, angka ini lebih rendah dari periode
sebelumnya dan membuktikan bahwa
tingkat independensi Bank Indonesia belum
cukup tinggi; dan 2) Hal ini menunjukkan
bahwa secara de facto Bank Indonesia
masih perlu dijaga independensinya dari
kepentingan politik agar akuntabilitasnya
sebagai bank sentral dapat tetap terjaga.
Untuk dapat menganalisa lebih lanjut
terkait independensi Bank Indonesia dan
kaitannya dengan stabilitas ekonomi, maka
dalam  penelitian  selanjutnya  perlu
ditambah periode waktu perhitungan
indeks, untuk dapat membandingkan
dengan UU tentang Bank Indonesia pada
periode waktu sebelum terjadi pandemic.
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Lampiran: Variabel Independendi Bank Sentral — Indeks Cukierman

V’\;?EEZI Deskripsi Variabel Bobot nlfrggfik
1 Gubernur 0.2

a. Masa Jabatan
Lebih dari 8 tahun 1.00
6 - 8 tahun 0.75
5 tahun 0.50
4 tahun 0.25
Dibawah 4 tahun atau sesuai kebijakan saat pelantikan 0.00
b. Siapa yang melantik Gubernur Bank Sentral?
Dewan Bank Sentral 1.00
Salah satu dewan dalam dewan bank sentral, cabang eksekutif
dan legislatif 0.75
Badan legislatif 0.50
Eksekutif kolektif (misal. Dewan menteri) 0.25
satu atau dua anggota cabang eksekutif 0.00
c. Pemecatan/Pemberhentian
Tidak ada ketentuan untuk pemecatan 1.00
Hanya untuk alasan yang tidak terkait dengan kebijakan 0.83
Atas kebijakan dewan bank sentral 0.67
Atas kebijakan dewan legislatif 0.50
Pemberhentian tanpa syarat dimungkinkan oleh legislatif 0.33
Atas kebijakan dewan eksekutif 0.17
Pemberhentian tanpa syarat dimungkinkan oleh eksekutif 0.00

d. Bolehkah gubernur memegang jabatan lain di
pemerintahan?

Tidak 1.00

Hanya atas izin cabang eksekutif 0.50

Tidak ada aturan yang melarang gubernur memegang jabatan

lain 0.00
2 Formulasi kebijakan 0.15

a. Siapa yang menyusun kebijakan moneter? 0.25

Hanya bank itu sendiri 1.00

Bank berpartisipasi namum memiliki pengaruh yang kecil 0.67

Bank hanya memberi masukan pemerintah 0.33

Bank tidak memiliki suara 0.00

b. Siapa yang memiliki keputusan akhir dalam penyelesaian

konflik? 0.5

Bank, pada isu-isu yang didefinisikan dengan jelas dalam

hukum sebagai tujuannya 1.00

Pemerintah, untuk isu kebijakan yang tidak didefinisikan dg

jelas sebagai tujuan bank atau jika terjadi konflik di dalam bank 0.80

Salah satu dewan dalam dewan bank sentral, cabang eksekutif

dan legislatif 0.60
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Legislatif tentang masalah kebijakan 0.40

Cabang eksekutif tentang masalah kebijakan dan tunduk pada

proses hukum dan kemungkinan protes oleh bank 0.20

Cabang eksekutif memiliki prioritas tanpa syarat 0.00

c. Peran dalam proses pembuatan Anggaran Pemerintah 0.25

Bank sentral berperan aktif 1.00

Bank sentral tidak memiliki pengaruh 0.00
3 Tujuan 0.15

Stabilitas harga adalah tujuan utama dan satu-satunya, bank
sentral memiliki keputusan akhir jika terjadi konflik dengan

tujuan pemerintah lainnya 1.00

Stabilitas harga adalah tujuan satu-satunya 0.80

Stabilitas harga adalah salah satu tujuan, dengan tujuan lain

yang kompatibel seperti sistem perbankan yang stabil 0.60

Stabilitas harga adalah salah satu tujuan, dengan tujuan lain

yang berpotensi bertentangan, seperti kesempatan kerja penuh 0.40

Tidak ada tujuan yang dijelaskan dalam UU 0.20

Tujuan yang tidak mencakup stabilitas harga 0.00
4 Batas pinjaman untuk pemerintah 0.5

a. Uang muka (Batasan pinjaman tanpa jaminan) 0.15

Tidak ada uang muka yang diizinkan 1.00

Uang muka diizinkan tapi dengan batasan yang ketat (misal,

hingga 15% dari pendapatan pemerintah) 0.67

Uang muka diizinkan, dengan batasan yang longgar (misal,

lebih dari 15% dari pendapatan pemerintah) 0.33

Tidak ada batasan hukum untuk pinjaman 0.00

b. Pinjaman sekuritisasi 0.1

Tidak diizinkan 1.00

Diizinkan tapi dengan batasan yang ketat (misal, hingga 15%

dari pendapatan pemerintah) 0.67

Diizinkan dengan dengan batasan yang longgar (misal, lebih

15% dari pendapatan pemerintah) 0.33

Tidak ada batasan hukum untuk pinjaman 0.00

c. Ketentuan pinjaman (Jatuh tempo, bunga, jumlah) 0.1

Dikontrol oleh bank 1.00

Ditentukan oleh bank charter 0.67

Kesepakatan antara bank sentral dan eksekutif 0.33

Ditentukan oleh cabang eksekutif itu sendiri 0.00

d. Peminjam potensial dari bank 0.05

Hanya pemerintahan pusat 1.00

Semua tingkat pemerintahan (negara bagian ataupun pusat) 0.67

Yang disebutkan di atas dan perusahaan publik 0.33

Sektor publik dan sektor swasta 0.00

e. Batas pinjaman bank sentral didefinisikan dalam 0.05

Jumlah mata uang 1.00

Bagian dari kewajiban atau modal permintaan bank sentral 0.67
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Bagian dari pendapatan pemerintah 0.33
Bagian dari pengeluaran pemerintah 0.00
f. Jatuh tempo pinjaman 0.025

Dalam waktu 6 bulan 1.00
Dalam waktu 1 tahun 0.67
Lebih dari 1 tahun 0.33
Tidak disebutkan jatuh tempo dalam UU 0.00
g. Tingkat suku bunga pinjaman harus 0.025

Di atas tingkat minimum 1.00
pada tingkat bunga pasar 0.75
Dibawah tingkat maksimum 0.50
Tingkat suku bunga tidak disebutkan 0.25
Tidak ada suku bunga dari pinjaman pemerintah pada bank

sentral 0.00
h. Apakah bank sentral dilarang membeli atau menjual

surat berharga pemerintah di pasar perdana? 0.025

Ya 1.00
Tidak 0.00
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Lampiran: Hasil Pengukuran Independensi Bank Indonesia 2007-2020

Nomor

Variabel Deskripsi Variabel

2020

2014-
2017

2010-
2013

2008-

2009 2007

1 Gubernur

a. Masa Jabatan
Lebih dari 8 tahun

6 - 8 tahun
5 tahun

4 tahun

Dibawah 4 tahun atau sesuai
kebijakan saat pelantikan

b. Siapa yang melantik
Gubernur Bank Sentral?
Dewan Bank Sentral

Salah satu dewan dalam dewan
bank sentral, cabang eksekutif
dan legislatif

Badan legislatif

Eksekutif kolektif (misal. Dewan
menteri)

satu atau dua anggota cabang
eksekutif

c. Pemecatan/Pemberhentian
Tidak ada ketentuan untuk
pemecatan

Hanya untuk alasan yang tidak
terkait dengan kebijakan

Atas kebijakan dewan bank
sentral

Atas kebijakan dewan legislatif
Pemberhentian tanpa syarat
dimungkinkan oleh legislatif

Atas kebijakan dewan eksekutif
Pemberhentian tanpa syarat
dimungkinkan oleh eksekutif

d. Bolehkah gubernur
memegang jabatan lain di
pemerintahan?

Tidak

Hanya atas izin cabang eksekutif
Tidak ada aturan yang melarang
gubernur memegang jabatan lain
Formulasi kebijakan

a. Siapa yang menyusun
kebijakan moneter?

Hanya bank itu sendiri

Bank berpartisipasi namun
pengaruhnya kecil

0.129

0.129 0.1165 0.104 0.104

0.5 0.5

0.25

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

0.15
0.25
1

0.15
0.25
1

0.15
0.25

0.15
0.25
1

0.15
0.25
1
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Bank hanya memberi masukan
pemerintah

Bank tidak memiliki suara

b. Siapa yang memiliki
keputusan akhir dalam 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
penyelesaian konflik?

Bank, pada isu-isu yang
didefinisikan dengan jelas dalam 1 1 1 1 1
hukum sebagai tujuannya
Pemerintah, untuk isu kebijakan
yang tidak didefinisikan dg jelas
sebagai tujuan bank atau jika
terjadi konflik di dalam bank
Salah satu dewan dalam dewan
bank sentral, cabang eksekutif
dan legislatif

Legislatif tentang masalah
kebijakan

Cabang eksekutif tentang
masalah kebijakan dan tunduk
pada proses hukum dan
kemungkinan protes oleh bank
Cabang eksekutif memiliki
prioritas tanpa syarat

c. Peran dalam proses

pembuatan Anggaran 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Pemerintah
Bank sentral berperan aktif 1 1 1 1 1
Bank sentral tidak memiliki
pengaruh

3 Tujuan 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

Stabilitas harga adalah tujuan
utama atau satu-satunya, bank
sentral memiliki keputusan akhir
jika terjadi konflik dengan tujuan
pemerintah lainnya

Stabilitas harga adalah tujuan 0.8 08 08 08 08
satu-satunya

Stabilitas harga adalah salah satu
tujuan, dengan tujuan lain yang
kompatibel seperti sistem
perbankan yang stabil

Stabilitas harga adalah salah satu
tujuan, dengan tujuan lain yang
berpotensi bertentangan, seperti
kesempatan kerja penuh

Tidak ada tujuan yang dijelaskan
dalam UU

Tujuan yang tidak mencakup
stabilitas harga

@ This is an open-Access article under the CC-BY-SA License Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)
- Copyright ©2023, The Authors | e-ISSN 2541-0938 p-ISSN 2657-1528



https://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE/article/view/2247
https://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE/article/view/2247
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

216 | Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI) JURKAMI Volume 8, Nomor 1, 2023
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE

Batas pinjaman untuk 0.1915
4 pemerintah 0.19575 0.19575 0.19575 0.19575
a. Uang muka (Batasan 015 015 015 015  0.15
pinjaman tanpa jaminan)
Tidak ada uang muka yang 1
diizinkan 1 1 1 1
Uang muka diizinkan tapi
dengan batasan yang ketat
(misal, hingga 15% dari
pendapatan pemerintah)
Uang muka diizinkan, dengan
batasan yang longgar (misal,
lebih dari 15% dari pendapatan
pemerintah)
Tidak ada batasan hukum untuk
pinjaman
b. Pinjaman sekuritisasi 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
Tidak diizinkan
Diizinkan tapi dengan batasan
yang ketat (misal, hingga 15%
dari pendapatan pemerintah)
Diizinkan dengan dengan
batasan yang longgar (misal,
lebih 15% dari pendapatan 033 033 033 033 033
pemerintah)
Tidak ada batasan hukum untuk
pinjaman
c. Ketentuan pinjaman (Jatuh 01 01 0.1 01 0.1
tempo, bunga, jumlah) ' ' ' ' '
Dikontrol oleh bank 1 1 1 1 1

Ditentukan oleh bank charter

Kesepakatan antara bank sentral

dan eksekutif

Ditentukan oleh cabang

eksekutif itu sendiri

d. Peminjam potensial dari 0.0165

bank 0 0 0 0

Hanya pemerintahan pusat
Semua tingkat pemerintahan
(negara bagian ataupun pusat)
Yang disebutkan di atas dan
perusahaan publik

Sektor publik dan sektor swasta 0 0 0 0

€. Batas pinjaman bank sentral = 4330 30335 00335 00335 0.0335
didefinisikan dalam

Jumlah mata uang
Bagian dari kewajiban atau
modal permintaan bank sentral

0.33

0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
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Bagian dari pendapatan

pemerintah

Bagian dari pengeluaran

pemerintah

f. Jatuh tempo pinjaman 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Dalam waktu 6 bulan 1 1 1 1 1

Dalam waktu 1 tahun

Lebih dari 1 tahun

Tidak disebutkan jatuh tempo
dalam UU

g. Tingkat suku bunga
pinjaman harus

Di atas tingkat minimum 1 1 1 1 1

pada tingkat bunga pasar

Dibawah tingkat maksimum
Tingkat suku bunga tidak
disebutkan

Tidak ada suku bunga dari
pinjaman pemerintah pada bank
sentral

h. Apakah bank sentral
dilarang membeli atau
menjual surat berharga
pemerintah di pasar perdana?

0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

0 0.025 0.025 0.025 0.025

Ya 1 1 1 1
Tidak 0
Total nilai indeks 0.5905 0.59475 0.58225 0.56975 0.56975

Sumber: Data diolah peneliti (2022)
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